| SALINAN |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Kementerian Dalam  Negeri  dan
Pemerintahan Daerah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
dengan  perkembangan  keadaan «dan  peraturan -
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurafl b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ©1, Tambahan



Menectapkan

-

P'l-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49 16];
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (entang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Momeor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedus
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintaharn  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S887);

Peraturan Pemeriniah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanzan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan
Lemnmbaran Negara Republik Indenesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTAS]I KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1i

Pemerintah Pusat adalah  Presiden Republik
Indonesiayang memegang kekuassan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Walkil
Presiden dan Menteri sebagaimans dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negare Republik Indonesia
Tahun 1943.

Pemerintahan Dacrah adalah penvelengparzan uwrusan
pemerintahan olch Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurur asas oltonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi  scluas-
laasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan urusan pemerintahan yvang menjadi
kewenangan dacrah atonmnm.

Dewan Perwakilan Ralkyal Dacrah yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
dacrah scbagai unsur penyelenggara pemerintahan
dacrah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilthal, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan forma! sesuai  dengan
perkembangan teknologn informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dokumentasi  adalah  pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,

dan suara untuk bahan informasi publik.



¥.

10.

11.

12.

14,

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/alau diterima oleh
suatl  Badan  Publik vang berkaitan  dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyeclengpgaraan Badan Publik
lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik,

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD vang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penvelenggaraan negara, yang sebagian atau scluruh
dananya bersumber dari Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau  organisasi  nonpemerintah
sepanjang scbagian atan selurubh dananyva bersumber
dariAnggaran Pendapatan dan  Bcelanja  Dacrah,
sumbangan masyvarakat, danfatau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang vang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atan jabatan tertentu
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendoliumentasian, ponyimpanan, pemeliharaan,

penyedinan, distribusi, dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, yang rerdin dari PPID Utama
dan PPID Pembantu.

Atasan PPID adalah pejabal yang merupskan atasan
PPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layaman informasi dan dokumeniasi di [lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Dacrah,

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala

dacrah dan DPRD dalam penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis



1a.

16.

18.

19,

20,

o

yang dibakukan mengenai proses penyeclenggaraan
tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik wang
selanjuinya disingkat DIDP adalah catalan vang berisi
keterangan secara sistéematis tentang seluruh informasi
dan dokumentasi publik wyang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah nidak rermasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan,

Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan
informasi dan dokumentasi publik dan berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya wvang bertujuan
untuk memfasilitasi penyampaian  informasi  dan
dokumentas: publik.

. Sistem  Informasi dan Dokumentasi Publik yang

selanjutnya disingkat SIDPadalah sistem penyediaan
layanan informasi dan dokumentasi sccara cepat,
mudah, dan wajar sesuai denganUndang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi vang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan vang berisi
gambaran wumum kebijakan tcknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak
lanjut  untuk meningkatkan  koalitas  pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum RKoordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan
PPID  Pemenntah Provinsi dan  PPID  Pemerintah
Kabupaten/ Kota.

Sengkela Informasi Publik adalah sengketa vang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik vang berkaitan
dengan hak memperoleh dan/ataun mengsunakan



informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

21. Orang  adalah orang perseorangan, kelompok orang,

22,

23,

badan hukum, atau badan puhblik.

Penggunalnformasi  Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diawr
dalam peraturan perundang-undangan.
Pemohoninformasi  Publik  adalah warga negara
dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

a.

b.

(1]

(2}

mewjudkan penyelenggaraan pemerintabhan yang baik,
vaitu yang transperan, cfcktfl dan efisien, akuntabel
zerta dapat dipertenggungjawabikan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan  Dagrah  untuk menghasilkan layanan

informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

BAB I
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3
Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam
Negeri danPemerintahan Daerah bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh sctiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi
yvang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia,
Informasi dan Dokumentasi Publik di  lingkungan
Kementerian Dalam  Negeri danPemerintahan Daerah
dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat wakiu, dan
dapat diakses dengan mudah.



[3} Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualiloan
sebagnimana dimaksud pada ayat (l)sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,danfatau peraturan
perundang-undangan,

i4) Informasi dan Dolkumentasi Publik yang dikecualikan
schagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat
(3] didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang
tmbul apabila suatu informasi dan  dokumentasi
diberikan kepada masvarakat dengan pertimbangan yang
seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi
Publik dapat melindungi kepentngan yang lebih besar
daripada membukanva atau schaliknya.

BAB llI
HAK DAN KEWA.JIBAN

Bagian Kesalu
Hak

Pasal 4
(1) Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Dacrah
berhak menolak memberiltan informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi yang  dapat
membahayakan negaru;

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
kepentingan  perlindungan usaha dari persaingan
usaha tdak schal;

¢, informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan
hak-hak pribadi;

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atan

e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

(2) Informasi dan Dokumentasi vyang dikecualikan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) disjukan oleh PPID



pembantu  kepada PPID utama untuk selanjutnya
ditctapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negen
dan/atau Kepumasan Kepala Daerah sesual dengan
KOWenAnNgAnnya.,

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

(1) Kementerian Dalam Negen danPemenntahan Daerah
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan
Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawsh
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publilk,
selain  informasi yang diktecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
pacda ayat (L}, Kementerian Dalam
NegeridanPemerintahan Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi vang
dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
PPID

Pasal &

(1) Pengelolaan pelavanan informeasi dan  dokumentasi
dilaksanakan olech Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan  Dacrah dengan  membentuk dan
menciapkan PPID.

(2) PPID scbagaimana dimaksudpada ayat (1) melckat pada
pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau
kehumasan,

(3} Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID
dibentuk PLID.

(4] PPID sebagaimana dimeksud pada ayat (2] merapakan
PPID Utama pada PLID.



Pasal 7

(1) PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Neger
bertanggungiawab kepada Menteri Dalam Negeri melalu
Sckretaris Jenderal.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) PPID  Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota berlanggungjawalb kepada Bupsti/ Wali
Kota melalhn Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1} Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2] Busunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3)Susunan PLID di lingkungen Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  ditetapkan  dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota,

BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negerd
dibantu oleh PPID Pembantu vang berada di lingkungan
Koemponen dan/atau Pejabat Fungsional,

Pasal 10
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintak Daerah Provinsi
dibantu olch PPID Pembantu vang berada di lingkungan
Peranglat Daerah dan/atau Pejabal Fungsional,



.10 -

(2)PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang
berada di lingkunganPerangkat Dacrah dan/atau Pejabat

Fungsional.

Pasal 11

(1] PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerzh
Provinsi terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat
DPFED, inspekioral, dinas, badan, danfatau Pejabat
Fungsional.

(2] PPID Pembantu di lngkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kotaterdiri atas seleretariat Daerah,
sckretariat DPRD, inspekilorat, dinas, badan, kecamatan
dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua

Tugss dan Kewenangan

Pasal 12

PPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informas: dan
dokumentasi;

b. menyusum laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsclidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumeniasi dari PPID Pembant:

d. menyunpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan informasi dan delumentusi kepada
publik;

e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;

f. melakukan wji  konsekuens: atas informasi dan
dokumecntast yvang dikecualikan;

g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

h. menyvediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masvarakat;



11.

melakukan  pembinaan, pengawasan, cvaluasi, dan
monitering atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh FFID Pembaniu;
melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi vang layak
untuk dipublikasikan;

menugaskan  PPID Pembantu  danfatau Pejabat
Fungstonal untuk mengumpulkan, mengelola, dan

memelihara informasi dan dokumentasi; dan

.membentuk tm fasilitasi penanganan sengketa informasi

veng ditctapkan dengan EKepunusan Menteri dan
Kepultusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, PPID Utama berwenang:

e

G,

.

menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yvang menjadi cekupan kerjanya;
mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanya;

menentukan alau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasivang dapat diakses oleh publik; dan
menugaskan PPID  Pembantu dan/atan  Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihare  informasi  dan  dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi.

Pasal 14

{1) PPID Pembantu bertugas:

a. membantu PPID Diama molaksanakan

tangrungjawab, tugas, dan kewenangannya;



-

]2.

menyampuaikan informasi dan dokumentasi kepada
FPID Utama dilakukan paling sedikil 6 [enam) bulan
sekali atan sesuai kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis informasi  dan
dokumentasi sesuai  dengan  tugas pokok dan
fungsinya;

menjamin  ketersediasn dan  akselerasi  layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
secary cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data Hngkup komponen di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah  di
lingkungan Pemerintahan Daerah  masing-masing
menjadi bahan informasi publik; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
FPPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1) PPID
pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk:

.

menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peramiran perundang-undangan, dan
mengoordinasikan informasi dan doltumentasi kepada
DPRD untuk menctapkan mformast dan dokumentasi
yang dapal diakses oleh publik,

BAB VI
KELENGKAPAN PLID

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 15

(1) Struktur organisasi PLID di hngkunganKementerian
Dalam Negeri, terdiri dan :
a. pembina, dijabat oleh Menter] Dalam Negeri;



13.

pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Jenderal;

um Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon 1
ch hingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala
Biro Hukum;

FPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusal Penerangan;

- PPID Pembanty, dijabat oleh Sekretaris Komponen di

ingkungan Kementerian Dalam Negeri;

bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomeasi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitas) Sengketa Infomasi; dan

g. pciabat fungsional.
{2) Struktur erganisasi PLID Provinsi, terdiri dari :

a.
b

pembina, dijabar oleh Gubernur dan Walkal Gubernur;
pengarah selaku Atasan PPID, dijabal oleh Sekretaris
Daerah;

tim Pertimbangen, dijabat cleh Para Pejabat Eselon 1T
di lingkungan Seckretariat Daerah Provinsi, scluruh
Pimpinan Perangkat Dacrah dan pejabat  yang
menangani bidang hukum;

PFID Utama, dijabat oleh Pejabat Esclon Il yang
menangani  informasi dan dokumentasi  serta
kehumasan;

PPID Pembantu, dijabat olch Pejabar pada Perangkat
Daerahyvang mengelola informasi dan dokumentasi;
bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan

Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

g. pejabar funegsional.
(2] Struktur organisas! PLID Kabupaten / Kota, terdiri dari :

L.

pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil
Bupati/Wakil Wali Kota;

pengarah sclaku Atasan PPID, dyabat oleh Sekretaris
Daerah:

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon



IT.h. di lingloungun Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kota, seluruh Pimpinan Perangkat Dacrah
dan pejabat yang menangani bidang hukum;

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon i1 vang
menangani  informasi dan dokumentasi serta
kehumasan:

. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi:

f. bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

g pejabat flungsional.

[4) Bagan  struktur organisasi PLIDKemendagri, PLID

Provinsi dan PLID Kabupaten/Kots, tcrcantum pacda

Lampiran 1, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Bagian Kedua
S0P PPID

Pasal 16

(1) Pedoman mengensi SOP PPID dibual oleh Badan Publik
sesual peraturan perundang-undangan.

{2} Pedoman mengenal SOP PPID  sebagaimana dimaksud
pada ayat{l] sckurang Kurangnya memuat keétentuan
sebagai berikul:

a. kejelasan tentang pejabal yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional dan/atau  petugas informasi apabila
diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu, Bidang Pendukung dan  Pejabat
Fungsional;



d.

e.

kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi
sebagai Atasan PPID yang bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan atas keberatan  yvang
diajukan cleh Pemohon [nformasi Publik;

standar layvanan Informasi Publik serta tata cara
pengelolaan kKeberatan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Dacrah; dan

fata cara pembuatan laporan tahunan (entang
Lavanan Informasi Publik.

(3) Dalam penyusunan S0P PPID Pemenntghan Daerah
mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang

mengatur teniang Standar Operasional Proscdur Da
Lingkungan Pemerintsh Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Pasal 17

{1} Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:

a. S0P Penyusunan Daftar Informasi Publik;
b.

.
d.
£,

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publilk;

S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

{2) Contoh Formar S0P tercantum pada Lampiran [I,yang

mcrupakan bagian tidak tcrpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
DIDP

Posal 18

(1) DIDP sekurang-lurangnysa memuat:

a.

b.

8

NOIMmaOr;
ringkasan isi informasi;
pejabat atau unit/satuan  kerja yang menguasai

nformasi;
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d. penangegungjawalb  pembuatan alau peneroman
informasi;

2. waktu dan tempat pembuatan informasi;

. bentuk mformasi yang tersedia; dan

£. Jangka wakiu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Utama.

(3] Keseluruhan informasi dan dekumentasi publik yang
sudah  dipublikasikan harus diserahkan kepada
perpustakean di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

(4) Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat {2)
terdapat pada Lampiran [, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
RPID

Pasal 19
(1] RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadad.
(2] RPID dikelola cleh pejabat fungsional dan/ataupetugas

informasi.

BaglanKelima
SIDP

Pasal 20

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan olch PPID untuk
mempermudah akses pelayvanan informasi publik.

(2] Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakulkan secara terintegrasi antara PPID Utama
dengan PPID Pembantu.

(3) Selain mengembangkan SIDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], Kementerian Dalam Negeri
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mengembangkan SIDP yvang terintegrasi secara Nasional
dengan PPID di lingkungan Pemerintahan Daerah,

(4} Selain mengembengsan SIDP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pemerintah Provinsimengembangkan SIDP
yang terintegrasi secara Regional dengan PPID di
lingkungan Pemerintah HKabupaten/Kota di wilayah
masing-masing.

Bagpankeenam
LLID

Pasal 21

{1} LLID wajib dibual dan disediakan oleh Badan Publik
paling lambat 3 (tga) bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran berakhir.

(2] Balinan LLID Kementerian Dalam Negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi
Informasi Pusat.

(3) Salinan LLID Pemerintahan Daersh sebagaimana
dimaksud pada avalt (1) disampaikan kepada
kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesual kewenangan masing-masing,

(4] LLID, sekurang kurangnya memuat:

a. gambaran umum kebijakan pelavanan informasi dan
dokumentasi Publik di  lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentasi Publik, antara lain:

l. sarana dan prasarana pelayanan informesi dan
dokumentasi Publik vang dimiliki  beserta
kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
miormasi dan  dokumentasi Publik  beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dekumentasi
publik serta laporan penggunaannys.
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¢. rincian pelayanan informas: dan dokumentasi Publik
yang mecliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. wakiu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi
fertentil;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

d. rincian penvelesaian  sengkela  Informasi  Publik,
meliputi

1. jumlah keberatan vang diterima;

2, tanggapan atas keberatan yang dibcnikan dan
pelaksanaannya;

J. jumlah permohonan penyelesaian sengkela ke
Komisi Informasi yang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atau  keputusan ajudikasi
Komisi Informasi  yang berwenang  dan
pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan vang diajukan ke pengadilan, dan hasil
putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
hadan publik.

e. kendala internal dan cksternal dalam pelaksanaan
layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan

{. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan  kualitas  pelayvanan  informasi  dan

dokumentasi.

Pasal 22
(1} LLID merupakan bagian dan informasi Pubhk yang wajib
tersedia setiap saat.
(2] LLID scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.
{3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan
kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.
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(4) LLID scbagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dilaporkan oleh Kepala Daerah scbagai bagian dalam
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 23

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan
pclayanan informasi dan dokumentasi di lEngkungan
Kementerian Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(2} Pendanaan yang diperlukan untuk  pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pendanaan  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan  Kabupaten/Kota  dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.

BAB VII
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 24
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
perscorangan;
kelompok masvarakat;
lembaga swadaya masyarakat;

organisasi masyarakat;

B n TP

partai politik; dan
badan publik lainnya.

i

-y
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Pasal 25

Pemohon informasi dan dokumeniasi wajib  memenuhi

persyaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

¢. menyampaikan secara jelas jenis  informasi  dan
dokumentas] yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan Djuan permohonan
informasi dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan

¢. menyalakan kKesediaan membayar biaya dan cama
pembayaran untuk memperoleh informasi vang diminta,

scpanjang biayva vang dikenukan terbilang wajar.

Pasal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publikx dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh imnformasidan
dokumentasi Publik kepada Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemeriniahan Daerah terkait secara tertulis
atau tidakleriulis.

(2] PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib mencatat nama, Nomor [nduk
Kependudukan [NIK), dan alamat Pemohon Informasi
Publik, subjck dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik
yang diajukan sccaratidak tertulis,

(4] PPID Utama dan/atau PPID Pecmbantu dan/atau Petugas
Informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan
permintaan  Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) avat (2).dan ayat (3) berupa nomor
pendafiaran pada saal permintaan ditcnma.
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(3) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau
melalui surat elektronik, nomaor pendaftarandiberikan
saat penenmaan permintaan.

(B) Dalam hal permintaan disampaiken melalui surat,
pengiriman  nomor pendaftaran  dapat  diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi.

(7] Paling lambat 10 {sepuluh) hari kerja sejak ditenmanya
permintaan, PPID Utama  wajib  menyampaikan
pemberitahuan tertulis vang berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di  bawah
penguasaannya ataupun tdak;

b. penerimaan atau penolakan permintaan  atas
informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-
undangan;

c. alat penyampai dan format informasi vang akan
diberikan; dan fatau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta.

(8] PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan
Badan Publik yang menerima permintaan mengetabui
keberadaan informasi vang diminta,

(9) Dalam hal permintaan diterima selurubnys atao
scbagian dicantumkan materi informast yang akan
diberikan.

(10)Dalam hal suatu dokumen mengandung materi vang
dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan,
maka informasi vang dikecualikan tersebut dapat
dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.

(11)Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
paling lambat 7 (tujun) hari kerja berikutnya dengan

membierikan alasan sccara tertulis.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
PENATAAN PLID

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi
dilakukan olch Menteri.

(2] Pembinaan dan pengendalian penalaan PLID
Kabupaten/kota dilakukan aleh Gubernur scbagai
wakil Pemeritah Pusat.

(3] Pembinaan sebagaimana dimeksud pada ayat (1} dan
ayvat(2) dilakukan melalui:

4. lasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID:
. momtoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi.

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 28
(1] Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan  secara  tertulis  kepada Atasan  PPID
berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permimtaan informasi berdasarkan
alasan schagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat
(7h;

b. tidak disediakannya informasi dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

¢. tidak ditungeapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana
vang diminta;
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e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

f. pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/atau

g penyampaian informas: yang melebin waktu yang
chatur dalam Undang-Undang Kelerbukaan Informasi
Publik.

[2) Alasan sebagmimana dimaksud pada ayat (1) hurod
bgsampai dengan huruf g dapat disclesaikan secara
musyawarah oleh kedus belabh pihak,

Pasal 29

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publikdalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluhjhan kerja
selelah  ditemmukannya alasan  sebagaimanadimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1].

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan alas keberatanyang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalamjangka
wakmu paling lambat 30 (tiga puluhk] hari kerjasejak
diterimanya kcheratan secara tertulis.

(3) Alagan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatken putusan vang ditetapkan oleh
bawahannya.

Bagian Kedua

Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 30

(1) Bengketa informasi  dapat lerjadi  apabila Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi
danfatau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai
dengan  kewenangannya, —menerima  permohonan
scngketa informasi vang diajukan pemohon nformasi
karena tidak menerima alagsan tanggapan Alasan PPID.

(2] Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksad
pada ayal (1) dilakukan pemohon informasi dalam wakm
paling lambat 14 (empat belasihari kerja sectelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
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Pasal 31

(1} Mekanisme dan tata cara upaya penvelesaian Sengketa
Informasi Publik dilakukan sesua: dengan peraturan
perundang-undangan.

(2] Menterni dan Kepala Decrah melalui Atasan PPID
menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang
dibentuk aleh PPID Utama.

(3) Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi juga berfungsi schagal Suret Kuasa untuk
persidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau
Pemerintah  Dacrah  Provinsi danfatau Pemerintah
Daeralh Kabupaten/Kota di Xomisi Informasi Pusat
dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya,

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yvang
menangan! bidang hukum dan pejabat fungsional serta
pejabat fstal lainnya sesuail kebutuhan.

(5) PPID  Utama melaksanakan fasilitasi penanganan
sengheta informasi dengan melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pgjabat yang
menangani bidang hukum, pejabat funggional dan pihak
lain yang dipandang perlu.

(G} Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasi diatur cleh Tim berdasarkan arahan Atasan
PPID.

(7] Tim melaporkan proses penanganan dan hasil

penyelesaian sengketa informasi kepada Atasan PPID.
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BAB X
FKPPID

Pasal 32
FEKPPID} dibentulk untuk meningkatkan koordinasi antar
PPID linglkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran
tdan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Pasal 33
{1) Kementerian Dalam Negeri melakukan koordinasi,
pembinaan dan pengawasan FEPPID Pemerintuhan
Daerah Tingkat Nasional.
(2) Pemerintah Provinsi melakukan keordinasi, pembinaan
dan pengawasan FKPPID Pemecrintahan Dacrah Tingkat
Provinsi di wilayah masing-masing.

Pasal 34
{1} FEPPID Pemda Tingkat Nasional terdiri dari PFID
Pernerintah Provinsi seharuh Indonesia.
(2] FKPPID Pemnda Tingkat Provinsi terdiri dari selurch PPID
Pemerintah Kahupaten/Kota di wilayah Provinsi masing-

masing.

BAB X1
RETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saat Peraluran Menleri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemcrintahan Daerah, dicabul dan dinyatakan tdak
berlaku.

Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAS] KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISAS]
PENGELOLA LAYANAN INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

A, STRUKTLR ORGANISASI PLID KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pembina
Menteri Dalam Negeri

— = _— --.\,\Il
Penpgarah Tim |
Sclretaris Jenderal PertimbanganPejaba |
Selalou Atasan PPID tEsclon | danKepala J
( PPID Utina
| Kepala Pusal Peneranpan
LY ¥,
| iy
PPID Permbantu
sekretaris Komponen
i~ — —
| I | i
Bidang ( Bidang Bidang Bidang
Pendulung Pengolahan Pelayvanan Fasilitasi
Sckrelarniat Data dan Informasi dan sengketa
FLID Klasifikagi Dokumentasi Infarmasi

e J -------- =
i

| PEJABAT FUNGSIONAL



B. STRUKTUR ORGANISASIL PLID PROVINS]

Pembina
Cubernuar
Wakil Gubernur

1
| == |

Pengarah Tim Pertimbangan
Sckretaris Dacrah Pejabatr Esclon 1l Setda Provinsi,
Belaku Atasan PPLLD Fimpinan Perangkat Daerah
DanPejabat yang menangam
Bidang Hulum

l |
= I B’
PPID UtamaPejabat Esclon II
Bidang Inlormasi dan
Komunikasi Bidang
Kehumasan

PPID Pembanrtu
Pejabat Perangleat Dasrah
Fengelola Informas: dan
Dokumentasi

Bidang Bidang ff Bidang
Pendukung Fengolahan Data Pelayanan
Sckretariat dan Klasiikasi Informas dan

PLID Informasi L Deolumentasi

- l --------- -y

 PEJABAT FUNGSIONAL |



C. STRUKTUR ORGANISAS] PLID KABUPATEN

Pembina
Hupati
Wakil Bupari
— -r'-'"__ == ==
Fﬂngarﬂh Tim Pertimbangan
Sckretaris Dacrah Pejabat Esclon [1.h, Setda
Selaku Atasan PPID Kabupaten, Fimpinan Perangkat
daerah dan Pejubat yang
menangani Bidang Hukum
Y
I
FPID UtamaPejabat Eselon 111
Bidang Informasi dan Komunikasi
Bidang Kehumasan

-
PPID Pembaniu Pejabat Perangkal Daerdh Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Di Kecamatan dan
Desa/Kelurahan Ataupun sebutan lainnya

|

|
Bidang -‘\’ Bidang Bidang Bidang
Pendulung Pengolahan Pelayanan Fasilitasi
Sekretariat 1 Lata dan Informasi dan Sengketa
PLID Klasifilasi Dokumentasi Informasi
| Informasi
=

| |
__________ [

| PEJABAT FUNGSIONAL

S e o BT a3



D. STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA

Pembina
Wali Kota

Walal Wali Kowa

|

Pengarah
Selaku Atasan PPID
Sekretaris Daerah

l
Tim Pertimb
Pejabat Eselon [Lb. Setda
Kota, Pimpinan Perangkat

Deerah
e .
| |
I
PPID UtamaPejabat Eselon 111

Bidang Informasi den Komunikasi
Bidang Kehumasan

PPIT} Pembanii
Pejabat Perungkal Dacrah
Pengelola Informasi dan

Dokumentasi
P
| .
{ Bidang Bidang Bidang Bidang
| Pendukung Pengolahan Pelayanan Fasilitasi
Sekretariat Data dan Informasi dan Sengketa
PLID Klasifikasi Delumentasi Informasi
L ) Informasi

PEJABAT FUNGSIONAL 5
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TJAHJO KUMOLD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttcl
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTAS] KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

NONMDR S0P

TG, PEMBUATAN
Tl REVIS]
LOGO INSTANSE TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

NAMA S0P PENYUSUNAN
NAMA INSTANSH

DAFTAR

INFORMASI DAN DOKUMENTAS! PUBLIK




DASAE HUKUM

KUALIFIXASI PELAKSANA

1. U0 14 Takun 2008
2. LU 25 Tahuan 2009
3. UL 23 Tahun 2013
4. PP &1 Tahun 2610
9. Perld 1 Tahun 2010
6. Perki 1 Tahun 2013

KETERIKATAN:

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

L. Lembaran Kera dan Rencana Kerja
2. Term of Reterence

3. Alat Tulis Kantor

4, Jurmpan Internci

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam beatuk sofieopy dan
hardeopy




Kegiatan

Pelaksana
PRI PPID
Utama

Pembanti

.J;l.;lengu.mi:ulkan informasi dan
dokumentas: yang berkualitas
dan relevan dengan tupoksi
masing-masing komponen di
Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah,
haik yang dipradulosi sendiri,
dikembangken, maupun yang
dildrim ke pihak lain, yang
berupa arsip statis maupun
dinamis, arsip aktil maupun
arsip inaktf dan arsip vital
yang dikuasai. Informasi yang
dilakukan melipuf jenis
dokumen, penangpung jaweb
pembuatan, waktu dan tempat
pembuatan, serta beniuk
informas: yang tersedia dalam
hardeopy dan softcopy. Formal
penmsian dalam pengumpulan
informas: dan dokumentas: di
masing-masing komponen di
Kementerian Dalam Negeri
dan Pemenntahan Daerah.

Pendukung
. Keterangan
APPT Kelengkapan Wakiu Output
1. UL No 14 Secarz DIDF yang Lelah
Tahun2008, | berkala, dikumpulksn
2. UL No 25 sorta merta dari komponen
Tahun2009; | dan setinp  dan Perangkat
3. UL No 23 saat Duerah
Tehun2013;
B, PP el Tahun
2010;
5. Perki No |
tahun2010;
6. Perki No |
Tahun2{13.

S .




F' | Mengklasifikasikan seluruh

informasi dan dokumentasi
yang telah dikumpulkan dan
mengidentifikasikannya
berdasarkan sifat informasi
dan dolumentasi, selain itu
| juga mengklasifikasikan
informasi dan deokumentasi
vang dikecualikan dengan
kategori schagaitmana yang
telah ditctapkan melalai U7
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17
dan Fasal 18. Pengujian
tentang konsckuensi dengan
sehsama dan penuh ketelitian
schelum menvatalaan
Informasi dan Dokumentasi
Publik tertentu dikecualikan
oleh seuap orang.

il

publile dalam bentuk softcopy
dan tempat penyimpanan
dokumen dalam bentuk hard
copy dengan Lata cara seperti
mengarsip dokumen dan
dipisahkan sesuai klasifikas:
informasi dan dokumentasi
wjity, secara berleala, serta
meria dan setiap saat. Perlu
dibuat daftar Informasi dan
dokumentasi vang

——

Mendaloumentasilan informasi

1, UU No 14 Secars
i Tahun2008; | berkala,
W 2. U Na 25 SErla meorta
Tahun2009; | dan setiap
. —> . 3. UU No 23 saat
Tahun2013:
. PP &1 Tahun
2010
o, Perki Mo 1
Tahun2010;
b, Perki Mo 1
Tahun2013.
g Alat tulis | Secara
kantor berkala,
. serta merta
dan setiap
saal

DIDF vang telah |
diklasifikasi
kebenarannya |

DIDP




dikecualikan.
|

Menetapkan DIDP secara
resmi dan mengumumkan
kepada masyaralat.

|

Mengunggah DIDP ke
wehsiteresmi Kemendagri dan
| Femerintahan Daerehmaupun
melalul sarana informas
fainnya.

Mengadakan
rapat bersama
dengen PPID
Utama dan
PRID
Pembantu

Val EFES
Menetapkan
DIP

Wehsife dan
BATAND
informeasi
lainnya vang
ciirlika aleh
komponen dan
Pemenntah
Dacrah

Setelah | Surat
DIDP Kepulusan

| terkumpul | DIDP vang

| dari PPID | ditandatangani
Pembantu oleh Atasan

PFID

| Setelah Adanya konten |
DIDP DIDPd] website
ditetapkan | Kemendagridan
oleh Atgsan | Pemerintah

| PPID Dasrah

Setelah DIDP |
ditetapkan,
jika ada

tam bahan
informasi
baru, dibual
SKE uniuk
ditetapkan




B, S0P PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

LOGE
INSTANSI

NAMA
INSTANSI

NOMOR S0P

(.. PEMBUTATAN

I'GL, REVISI

TGL, EFERTIF

PISALTKAN OLEH

MAMA S0P
PELAYANAN

FERMOHCNAN INFORMAST
FUBLIK

DASAR HUKLIM

1:\.'.I.I ALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tahun 2008,
2, UL 25 Tahun 2000;
3. UL 23 Tahus 2013;
4. PP 61 Tahun 2010

2. Perid 1 Tahun 2010
6. Perld 1 Tahun 2013

T{ETEH]J{ATAIF:_

PLEALATAN /PERLENCGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kena
2. Tenmn of Reference

d. Alat ais kantor

5. Jaringun Inlernet

FERL-"*?GATAN:_

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- 1'Jini111]:mﬂ;&almn bentulk softeopy dan hardcopy




b Y

Pelaksana . Pendukung
Ko Kegiatan Pemohon | Dogian PPID dan Ku.:umnc Keteran
Fraf i :i Remstrasi | PPID ﬁnrﬁ gkat Kelengkapan Wakiu Oatput an
PPID Pembantu
— - .. . Dﬂmh — — e
1 | Pemohon Informasi dapat (1] Formulir  Pada han Formulir |
menyampaikan permohonan Permohonan  dan jam Permohona |
informasi yang dibutuhkan baik Informasi kerja untuk | n informesi |
secara langsung dan tidak langsung. - yang tersedia | pemohon vang telah
di meja informasi diigi
pelayanan SCCAra lengleap
PPID atau langsung dan
Yang dan setiap dilampiri
ditampilkan seal untuk fotocopy /
di wweshisite, pemohon sCAn
[2] Fotocopy | informasi wlentitas
atan scan secara tidak | diri {NIK)
identitas diri | Jangsung
(NIK] clewd
pemohon
T _informasi 1
2 | Melakukan registrasi berlcas Semua data- | Pada han DIP vang
permchonan informasi publik. Jika - data dan jam telah
dokumen /informasi yang diminta pemohon kerja untuk | tersusun
lelah termasuk dalam DIP dan informasi pemohon dalam
dimiliki oleh meja mformasi atan digirnpan informasi bentuk
sudah terdapat di website PPID, maka dalam SECars Rardeopy
langsung diberikan kepada pemohon bentuk langsung dan .
informasi atau bisa langsung diunduh hardeopy dan | dan setiap softeopy
oleh pemohon informasi. Jika saftcapy | saat untuk
informasi fdokumentasi yang diminta | pemohon ‘
belum termasuk dalam DIP, maka nfermas
berkas permohonan disampaikan secara tidak |

kepada PPID atau PPID Pembantu.

langsung




PPID rmeminta kepada komponen | DIF yang 10 (sepuluh) | DIP
atau Perangkat Daerah untak telah hari kerja
membertkaninformasi atan dolkumen W ditetapkan sejak
yang sudah termasuk dalam DIP, . - > - oleh permohonan
kepada PPID untuk diberikan kepada komponen nformasi
pemohon informasi. Komponen atau atau diterima oleh
| Perangkat Dacrah memberikan Perangkat PPID
linformas: atau dokumen yang | Daerah
| dimaksud kepada PPID atan PPID
Pembantu. = - ~ :
Memberikan informasi atau dolumen Informasi Perpanjangan | [nformasi
yang diminta oleh pemohon informasi - < ata permohonan | publik
vang telah menandatangani tanda Dokumen informasi yang
bukt penerimaan informasi &tau vang adalah diminta
dokumen. diminta oleh | 7 [tujub) hari  oleh
pemohon ketja pemohon
informasi informasi




C. S0P UJ1 KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

HOMOR S0P H
TGL. FEMBUATAN :
T, REVIST -
LOGO L. EFEKTH -
INSTANSI
ISAHKAN (OLEH
NAMA SOP
NAMA Ul KONSEKUENST
INSTANS!
e INFORMAS] FUBLIK
DASAR HUKUM  KUALIFIKASI PELAKSANA

1. 1. UU 14 Tehun 2005
2, ULl 258 Tehun 20049
S U223 Tahun 20135;
& PP 681 Tahun 2010

5. Perki 1 Taluwn 2010
. Perki | Tahun 2013

EETERIKATAN:

FERALATAN/ PERLENGRAPAN:

L. Lembar Kerja dan Rencana Kena
2. Term of Reference

(1. Alan talis kantor

4. Jaritigan Intcrnel

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Digimpan dalam bentok sofivopy dan hardeopy




Hegiatan

Melakukan kajian atas
informasi fdolumen yang tidak
termasuk dalam DIP dengan
mehbatkan Tim Pertimbangan
Pelayanan Informasi.

=10

Memberikan pertimbangan atas
mformas: )/

dokumen yang dimalksud
yvangbersifal rahasia berdasarkan
UL, kepatutan dan kepentingan
umum

| Menyampaikan kepada PPID atas

status informasi /dokumen yang
diminta pemohon informesi,
apakah termasuk rahasia atau
terbuka. Jika informasi/dalkumen
yang dimaksud adalah terbuka,
maka PPID memermtahkan kepada
komponen/Perangkat Daerah
untuk menyerahkan informasi/
doloumen vang dimaksud. Jika

Pelaksana Pendukung
PPID Tim Knmponen '
Vi o | Perimbonge | oot | ton | Koo | Walsa | Our | R
Pembantu Informasi Daergh ,
= Berkas Setiap saat Berkas
permohonan permohonan
infromasi / informasi
dokumen dam vang telah
Pemohon diisi lengkap
- Informasi dan dilampiri
fotocopy / &can
| identitas diri
(NTK)
Dasar huwlaam: | Pada hari Suirat
[ uu dan jam Keputuson
KIP 14 Tahun | kerja Tim
- 2008 dan Pertimbangan
PERKI Pelayanan
> 1 Tahun 2010 Informasi
) Informasi/ Pada hari Informasi; | )
dolumen vang | dan jam dolumen dari
| telah kenja, komponen
dinyatakan maksimal 10  atan
£ terbulea untuk | {sepuluh) Perangkat
pubilik har kerja, Daergh
aejak
| permohonan
- informusi
- leregisirasi

status informasi/ dokumen oleh
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[ Tim Pertimbangan Pelayenan
Informasi dinyatakan rahasia,
maka PPID membuat surat
penolakan kepada pemohon
informeas:.

Memberikan informasi vang
diminta aleh

pemohon informasi dengan
menandatangan tands bulkd
penerimaan atau memberikan

surat penolakan kepada pernohon
jika status mformasi/dokumen

dinvatakan rahaaia.

Informasi /
Dokumen vang
diminta oleh
Fiemohon
Infarmas atat
surat
pecnolakan

jika informasi/
dokumen
Lersebut
dikategorikan
rahasia

Jagi

Maksimal
diberikan
Perpanjangan
pemenuhan
permahonas
informasi
sclama 7
(tujuth) hari
acjak
pemberitahu
an tertalis
diberikan
dan tidak
dapat
diprrpanjang

Informasi
publik yang
diminta

oleh Pemohon
Informasi
atau surat
penolalean




o .1

D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

LOGO
INSTANE]

NAMA
INSTANES]

NOMOR S0P

{FGL. PEMBUATAN

TGL. REVIS]
TGL. EFERTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA S0P
PENANGANAN KEBERATAN

INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

HKUALIFIKAS] PELAKSANA

L. 1, UU 14 Tahun 2008
3 LU 25 Tahun 2000
3. UL 23 Tahun 2013,
4. PP 61 Tahun 2010

5. Perki 1 Talhun 2010
6. Perki | Tahun 2013

KETERIKATAN:

FERALATAN /FERLENGIKAFPAN:

1. Lember Kerju dan Rencana Kerja
2. Term of Beference

2. Adat tulis kantor

. Jaringan Intvenet

FPERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAARN.

- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardoopy




=] 3=

Pelaksana Pendukung
. FPID atau
No Kegiatan Fc;mhurf Hﬂﬂlalan _ PRID ALEP;HEIII eleciaissian Wi Gatgut Keterangan
niormas: cmstraz) Mk PRID

1 | Pemohon Informasi (1) Formulir Pada hari dan | Formulir
menyampaikan pengajuan | Pengajuan jam keéra pEngajuan
keberatan atas tidak rerlayaninya Keberatan keberatan
permohonan informasl yang Informasi pelayanan
dibutuhkan melalui : (1) dateng Publik yang informasi
langsung dan meneisi formulic bersedia di meja publik yang
permohonan pengajuat keberatan . pelayvonan PPID telah diisi
informasl publik dengan atau lengkap dan
melenghkapi fotocopy idenutas dird ditampilkan i dilampiri
[NIK]). (2) melalut website dengan wsehsite dan forocopy fscan
mengisi formulir vang telah dapat diunduls, idlentitas diri
diunduh dan meoyertekan scan (2} Fotucopy INIK)
identitas diri (NIK) kemudian alau
dilkarnim lee alamat email PPID vang ascan identitas
tertera di website, (3) mengirim fax diri {NIK) dari
[ormulir permohonan mivrmasi pemohon
yvang telah ciist lengkap diserta VANE
dengan fax identitas din (NIK) ke mengajuloan
nomor fax PPID. keberatan

2 | Melakukan registrasi formulir Semua data- Pada hari dan | Daftar
pengajuan keberatan pelayanan - - 5 . data pemohon | jam kerja pengajuan
informasi dan menyampaikan B informeasi keberatan
pengajuan Keherartan kepada distmpan dalam pelayanan
Atagnn PP hentuk informasi yang

hardieopy dan telah di-file
sofieopy dalam benmuk

nardeopy dan




|

=1

Memeriksa fﬂmu]i-r‘ﬁﬂﬁ-ajﬂ.lm S
eberatan dari Para Pemohon

FFID dan PPID Pembantu untuk
menjawab permohonan informasi

Memerintahlkan F:epa-.:ia PPID dan
PPID Pembantu untuk memenuhi
permintaan nformasi dari
Pemohon [nformasi.

Memberikan informasi yang
diminta oleh pemohon informest
kepada Atasan PPID jika mliaormasi
yvang dimaksud telah masuk DIP.
Atasan PPID altan menjawab
pengajuan keberatan kepada
pemohon informasi. Jika informasi

Berkas
pengajuan
keberatan
pelayanan
informasi yang
telah diisi

| lenglkap
(1) Berkas

pengajuan
keberatan
pelayanan
informasi

yang telah diisi
lengkap,

i2) DIP

yvang telah
diumumkan

w

Doloumen/ infor
masi

vang dimaksud
oleh Pemohon
Informasi atan
rekomendas

| Pada hari dan

jam keda

Pada hari dan
jam Kcrja

Pada hari den
jam Kerja

surat pennlakan |

saftcopy
Daftar surat
vang harus
diberikan
kepada PPID

' dan PPID

Pembantu

Surat perintah
tertulis
kepada FPID
dan PFID
Pembantu
untuk
memenuhi
perminlaan
pemahon
informasi

| }ra_ng
| mengajukan

keberatan
pelayanan
informast

 publik
{ Informasi

pukblile

yang diminta
oleh Pemohon
Informasi atag
surat

 penalakan

l
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Yang di':ingini:un p:muhnﬁ*
informasi tidak termasulk dalam
DIP yang telah divmumbkan, karena
informasi belum tersedia atau
termasuk informeasi yang
dikecualikan, maka diberikan

sural pemolakan kepada Pemohon
Informasi,

| dari PPID atau
| PPID
Pembaniu
 karena

| mformasi vang
| diminta

| merupakan

| informasi yang
I dikecualikan

| lmp-ﬁﬁia
| Pemohan

Informasi
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E. S0F FASILITASI SENGEKETA INFORMASI

NOMOR S0P
i TGL. PEMBUATAN
TGL. REVIS] !
LOGO TGL. EFERTIR .
INSTANE]
EHSAHKAN OLEH
o BIAMA S0P -
kaiia FASILATAR SENCKETA
INSTARS]
INFORMAS] FUBLIK
DASAR HUKL M FLUALIFIKASI PELAKSANA

I

. 1, UL 14 Tahun 2008;
2. UL 25 Tahun 2009;
(. UL 23 Tahun 2013;
i, PP 61 Tahun 2010

. Perka | Tahun 2010

i. Parki 1 Tahan 2013

REETERIKATAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencina Kerja
2. Torm of Reference

(3. Alat tilia Leantor

. Jaringan bntermnct

PERINGATAN;

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk softeopy dan hardeopy




Nao

Hegiatan

Pelaksana

Pemohon
Informasi

FPILY stau
PRI}
Pembanitu

Seriap Pemchon Informasi depat
mengajukan keberatan secarn
lerlulis kepada Atasan PPID dalam
waktu 10 [sepuluh) hoan kerja,
sejak permolionan informasi
teregistras dan diberikan,
Perpanjangan pemenuhan
permohonan informasi selama¥?
(Lujulz] hart sejak pembentahuan
tertulis ediberilcan dan ridak dapat
diperpanjang lagi

Atasan PPID menetapkan Tim
fasilitas senpketn informasi untuk
mengupayakan penyvelesaian
senpkera informasi, yang dibentuk
aleh PPID Ulama

. r

Tim fasilitasi sengketa informasi di
ketuai ¢leh PFPID Utame dan
beranggotakan PPID Pembantu

| Reterangan

Pendukung
I:{fs:“nﬂqi Kelengkapan Walctu Crurput -
1] Formulr Fada hari dan | Berkas
Pengajuan Keheratan | jam kerja, permoehion
Informasi Publik maksimal 10 | an
vang lersedia di meja | (sepuluh) han | infarmasi
pelavanan PPID atau | kera, sejak yang telah
ditampilkan i permohonan | diisi
wehsife dan dapat mnformasi lengkap
diunduk, teregistrasi dan
i2) Fotocopy atau dilampiri
sean dentitas diri lestmepy /
(NTK} dari Pemohon scan
Informasi identitas
yang mengajulen diri (NIK]
keberatan
Tanggapa
n tertulis
dam
atasan
FFIDC
perihal
infarmast
Yang
discngket
akan
~ Diajukan
dalam wakiu
paling lambat
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terkmt, pejabat yang menangani I
bidang hukum, pejabat fungsional, |
serta JFUyang sesuai dengan
kebutuhan

14 (empat
belas] hari
kena sciclah
diterimanya
tangeapan
tertulis dari
Atasan PFIL.

4 | Tim fasilitasi scngketa informasi
melaporkan proses penanganan
sengketa informesi kepade Atasan
FFID

5 Upaya penyelesaian Sengketa
Informasi Publik diajukan kepada
| Komisi Informasi Pusat, Komisi

| Informas: Provins:, Komigi

| Informasi Kabupaten /Koty sesuai
I dengan kewenangannya apabila

| tanggapan Atasan PPID dalam

| proses keberatan tidak
| memuaskan Pemohen lnformasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRG HUKUM,

ttel

W. SIGIT PUDJIANTO

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

trd

TJAHJO KUMOLO




LAMPIRAN. III

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOEUMENTASIKEMENTERIAN DALAM NEGERL
DANPEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT DAFTAR [SIAN PUBLIK

: == ; —
Pejabat/Un | Penanggung Inciérmesi Jangka
. . Waktu Dan Bentuk -
Jenis  Ringkasan |it/Satker |Jawab . | Wajib 4 . Walktu
N . - Tempat Informasi Wajib Wajib Informas
Q| mfor | Isi Yang Pembuatan Driumumkan | : Atau
: > 3 .. | Pembuatan | Yang Divmmmlkean |D:umum1-:an Yang :
mast | Informasi | Menguasai atau Penerbat ; i 4 Secara 3 Vierta: |Sutie Suxr _ i Retensi
Informas: Informasi Berkala i e e Arsip

1
I |
- S

MENTERI DALAM NEGERI

! . . REPUBLIK INKDONESIA,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM, tid

TJAHJO KUMOLO
Tt

W. SIGIT PUDJIANTO
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